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A. Latar Belakang Masalah

Menurut :.il|:odtatnya manusia itu bersifat monodualis, hal ini
.
mengandung arti bahwa manusia itu disamping sebagai makhluk individu juga

sebagai makhluk sial, sebagai makhluk individu manusia mempunyai tujuan

|
dan kepentingan yang berbeda-beda dan sebagai makhluk sosial manusia

|
mempunyai kecenderungan untuk selalu berada dalam masyarakat yang ada

jalinan hubungzm:i fungsional di dolamnya. Manusia tidak mungkin
menyediakan kepre}‘luan hidupnya sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang

lain. Kebutuhan hic p yang heraneka ragam agar dapat terpermhi diperlukan
|

jasa dan karya dil'i orang lain. Mercka haros saling berimbungan untek
H
memperolchnya secara wajar.!

|
Hubungag. yang mereka jalin ada yang tidak mempunyai hubungan
l
hukum dan ada yang berakibat hukum. Hubungan yang berakibat hukom

disebut timbungan I'h.' karena lhmbungan tersebut dapat menimbulkan hak

dan kewajiban set,ai'a timbal balik yang harus dilaksanakan oleh pihak yang

bersangkutan dengan penuh kejujuran atau iklikad baik.

Para pihak )iang mengadakan hubungan hukum pada dasamya sudah

mengetahui apa ya||ng menjadi hak dan kewajibannya. Hukum mengatur

hubungan hukum, huhungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara
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individu dan maslyarakat dan individu iftu sendiri. Ikatan- tkatan itn tercermin

pada hak dan ke\:lllajibim. Pengaturan hubimgan-hubungan hukum itu caranya

beraneka mgam,!
1

seperti misalnya ]:'Iaada hukum pidana, vang sebagian besar peraturan-pecaturan

kadang-kadang hanya dimmuskan kewajiban-kewajiban

|
terdiri dari kewajfban—kewajibm Hukum sering juga merumuskan peristiwa-
peristiwa terleniu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan
!.
bukum.? |

|

Salah sam;Tubmgan hukum yang berkaitan dengan hak vang dimiliki

manusia adalah 1 rang berhak mendapatikan bantuan hukum. Pemhcrian

bantuan hukum s‘l, agai pendidikan klinis, sebepamya tidak hanya terbatas
\

untuk jmusan—jm'ttlf\an pidana saja, misalnya pemberian baotuan hukum

kepada seorang y’aTng tersangkut dalam soal-soal perumahan di kantor urusan

perumahan, bantuallsll hukum kepada seseorang dalam urusan kewarganegaraan
di Imigrasi atau D%panemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang
yang menyaugkntl dalam urusan internasional di Departemen Luar Negeri,
bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk

sasaran bantuan hinkum dan lain sebagainya >

Setiap pro bantuan hukum dan pelaksanaanmya harus
|
menimbuikan dan\nlllenumbnhkan kepercayaan dahulu pada masyarakat dalam

arti Juas, untuk l'tl'% diperlukan pelopor yang mempunyai kualifikasi yang.
diantaranya aafualah'I kemampuan untuk membawakan atau menjalankan
|
B
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)

peranan yang dapat diterima oleh golongan sasaran atan kemampuan untuk

L

memberikan tel[‘uflan.
Bantuan hukum pada saat ini khususnya pada masyarakat yang sedang

: l
berkembang yalfu Indonesia dalam pelaksanaannya masith mengalami

|

hambatan-hambatan tertentu. Hambatan-hambatan tersebut teradi, karena
timbulnya reaksi-n"rlksi negatif yang datang dari berbagai pihak atan bahkan
dari mereka yang I:Terhak akan bantuan hukum.

Azas vang rncngatur tentang hal untuk memperoleh bamtuan hukum
seluas-luasnya ten:llTuat dalam Bab VII mengenai Bantuan Hukum vang terdin
dari Pasal 37, Paslal 38, Pasal 39, Pasal 40 Undang-ondang Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Kc:k&lx'asaan Kchakiman.

Penentuan :I kesalahan juga tidak bisa sewepang-wenang, karena

seseorang dinyatalllcan bersalah oleh badan pengadilan hares  dengan
i
memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak berpihak dan memperolch

|
bantuan hukum dari profesi hukum yang bebas. Hukum acara pidana dalam

kaitannya dengal: ||-pf:r:atdilzam pada pokoknya memenfukan svatu fatanan
beracara untuk seiu!ruh proses perkara pidana yang dinmmuskan dalam undang-
undang atan pmmhrtrnn lainnya®

Hukum acar%i pidana menentukan suaty tatanan beracara untuk seluruh
proses perkara pidana l yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan
lainnya. Tatanan lEl'Jebﬂi menjadi aturan beketjanya alat perlengkapan negara

yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka

B
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|
!
i
atan orang lain, ‘apabila timbul dugaan terjadi perboatan pidana dan untuk

menetapkan kepi;msan hakim yang berientangan dengan hak-hak asasi

manusia, >

Todung 'l\r"lulya Lubis, mengatakan hubimgan bantuan hukum dengan
hak-hak asasi manusia sebagai berikut : bantuan hukum adalah salah satu
upaya mengisi lfalﬂc Asasi Manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin
masyarakat kita.$

Ketentuan!hukum yang berlaku di nepara Indonesia adalah sctiap

orang mempunyaijlhak yang sama dalam mendapatican bantuan hukum dari

pembela atag pem:lsihat hukum, apabila ia terlibat dafam svatu perkara dan

berhak mendapatkan keadilan, Namun untuk meraihnya, terkadang harus

|
|
melalui jalan berlil_ku_ Bagi mercka yang fergolong miskin, tak selalu bisa

beracara di Pengadillan. Pengadilan cuma-cuma bagi orang miskin nampaknya

masih jauh dari banan. Peranan penasibat hukum dalam memberi bantuan
hukum secara cuma-cuma (prodec) merupakam spatu peranan yang sangat

pemingdalmnmn‘syamkatdisuntumgam.BaM'hukumsebenamya

merupakan salah sa!.tu perwujudan dan adanya jaminan perlindongan hak asasi
mausia dengan haﬂliat dan martabatnya sebagai manusia yaita dalam bentok
pembelaan 1.eﬂ1ad=|ap: ‘perkara tersangka oleh penasehat hukumya.”

Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman menylellﬂ kan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap,

R [
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¢ Todung Mulya 1'|.u|!ns dalam Abdul Hokim G. Wusantara, Beberapa Peeiliora AMasovswri
Bemean Hukom Kmuk.&q}ﬂ:mﬂ’mhau Strukturad, Alumm, Bandung, 1981, H

7 Riyana Ekawati, Susahnya Warga Miskin Menggepai Keoditan, ¥
" nitro’™®"



ditahan, dltunmﬂ

tidak bersalah \

kesalahannya dan‘

dan/atau dikadapkan di depan pengadilan wajib dianggap
scbelum ada putusan pengadilan vang menyatakan
telah memperoleh kekuatan hukom fetap. Asas ini dikenal

i

sebagai Asas Pn%szmptian of Innosence sedang Pasal 69 Updang-undang

1]
Nomor 8 Tahun *|]9SI tentang Kiab Undang-undang Hukum Acara Pidapa
(selanjutnya diehut KUHAP) mengatakan bahwa penasihat hukum berhak

menghubungi tersingka saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat
i

pemeriksaan mctan
i
jelas bahwa tujuan pembentuk undang-undang untuk dapat melindongi hak-

tata cara yang ditentukan dalam uvndang-undang ini, dan

hak asasi manusia atau seseorang.
|
pe.llllasihat hukum sangat penting dan sangat diperlukan atan

masyarakat. Hakekat adanya penasihat hukum tidak lain

I
adalah untuk mel ir'llLlungi pihak yang bersangkutan ferbadap perlakuan yang

I
sewenang-wenang dengan putusan yang tidak adil, jadi

Peranan

dibutuhkan oleh

tidak wajar atau

penasthat hukum hams membantu hakim thlam mencari kebenaran, Penasihat

hukum tidak bnlehl memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya

|
agar menang atan lt)éba&
|
Faktor sosial| ekonomi, kiranya juga merupakan hambatan yang utama.

Hal ini harus dilihat bukan saja dari sudut pencari keadilan yang termasuk

.

golongan bcrpengbasnlan rendah, melainkan juga dad sudut para penegak
hukum ite sendiri %Gnal dengan usaha menjunjung tinggi hak-hak asasi
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B.

1

|
| .
KUHAP #angat memperhatikan hak-hak asasi manusia, sebab dalam

negara hukum m'asalahhakasasimempaknnsalahsalnpencermimnsistem

pemerintahan clie'Tokrasi yang ada di Indonesia. Guna mengimbangi hak
a
sescorang yang tlilalam perkara pidana fersangka atam ferdakwa itn sodzh
mengalami goncangan jiwa maka penasibat hukum sangat berperan sckali dan

di sini penulis ingﬁn mengkaji lebih dalam melalui perelitian guna menyusun
skripsi dengan judul “PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PRODEO
K
(CUMA-CUMA) | DALAM PERKARA FIDANA D1 PENGADILAN
|
|

NEGERI BANTI/L.”

Permasalaban

Berdasaﬂk:ir latar belakang di afas maka dapat dirumuskan

permasalahan sebalga] berikut :

||

|
1. Bagaimana pnllktek pelaksanaan bantuan hukvm prodeo dalam perkam
pidaaa di Pel‘lg'lalidilan Negen Bantul?
i
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan praktek bantuan huknm
!

prodeo dalam peckara pidana di Pengadilan Negeri Bamtul?

Tujuan Penelili:%nl
1

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah ditetapkan di atas,

tujuan dari hasil Ilje'nelitian ini adalah

1. Untuk mcngitj:Lui praktek pelaksanaan bantuan hukum prodeo dalam

|
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|
2. Untuk menglt|,'tahui kendala-kendala dalam pelaksanaan praktek bantuan
hukn prod‘ﬂtlll' dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Bantul.

|
|
D. Tinjauan Pustaks

|
Lembaga Ibantuan hukum menjadi suatu kebutuhan prakick dalam

proses pemdi]anl dari suku-suku bangsa yang belum maju sampai dunia

i
modem, kini ba'ntuan hukum sangat dipcriukan. Prakick pembelaan rtu selalu
l

mengikuti jalannya kebudayaan dalam lapangan ketatanegaraan, mula-mula

dalam bentuk yang sederhana dan lambat Jaun menjadi bentuk yang makin

|
sempurna dan berivujud suatu lembaga hukum tersendiri.®

!
Pada setiapmasyarakat senantiasa terdapat pola-pola interaksi tertentu,

yang timbul dari pliengalaman mengadakan interaksi, baik yang bersifat pribadi

I
atau kelompok. ASL kemungkinan babhwa penerimaan unsur-unsur baru akan

mengganggy pola irtcmk’si yang sudah ada. Gangguan terhadap pola interaksi
yang sudah ada nT.mgkm akan mengakibatkan terjadinya perpudaran pada

nilai-nilai yang sr|:lama ini dianut oleh masyarakat, maka setiap progam

bamnanhukum?a:npelaksanaannyahamsmmﬁmbn[kandanmmmnbuhkan
|

kepercayaan da]lu.l'lu pada masyarakaal dalam arti lsas, mawpun para

I
L

pemimpinnya.’

1
|
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Soerjono Sockanto mengemukakan bahwa pemberian baninan hokum
mencakup kemunl'igkinan-kemlm skinan sebagai beriknt:™
a. Pemberian ml{ rmasi hukum, misaloya memberitabnkan kepada scorang
pegawai negeli'i tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai pegawai negeri.
b. Pembenan | ‘ that hukum, misalmya menjelaskan apa yang hams
dilakukan seorang yang akan membeli rumah atau tanah.
C. Pemberimjasﬁhnkmn, misainya membantu seseorang uniuk menyusun
——
d. Bimbingan, ya%tu pemberian jasa secara berkelanjutan.
¢. Memberikan ﬂfﬂ perantara, misalnya menghnbungkan warga masyarakat
instansi-instaml?i tertentu yanp berkitan denpan hukum yang dihadapi.

f Menjadi lcuasaI masyarakat di dalam atau di luar pengadilan.

L

Sebagaimm!;f telah dikemukakan bantuan hukum im sangatlah
diperfukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saah satu fujuan yang ferpenting
dari progam pe!tLbenan bantwan hokom adalah wuntek mendukung
pembangunan satu || hukum nastonal disamping itu juga akan tcrcapai
suatu rasa tangguniljawab yang lebih besar dari petngas-petusas bivokrasi di
dalam mclaksakal; ‘}I'rngi sebagal pengabdi masyarakat.

Secamﬁ]ﬂ%oﬁsbanﬁmnhukmnhamsiﬁmjnpadaktsemsianalmm
ketertiban dengan k?bebasan. Keserasian antara ketertiban dengan kebebasan
merupakan suafu k!;édamaian yang menjadi tijuan hukum. Ketertiban akan

tercapai dengan danya kepastian hukum, sedangkan kebebasan akan ada

|
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I
f | '
apabila dipergunakan kesebandingan lmkum, yang kedua-duanya merupakan

tugas hukum.? | |

Masalahl:Lanluznhukuminidiah:rda[amBahVﬂ,Pasal@lﬁw

Il
!
Pasal 74 KUHA%R. Pasal 69 KUHAP mengatakan “Penasihat Hukum berhak
|
menghabungi terslangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat

pemeriksaan menlrmn tala cara yang ditemukan dalam wndanpg-undang ini™.

Penasihat hukum {sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 KUHAP berhak

I
menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada sctiap tingkat pemeriksaan

dan seliap waktu uililtukkepenﬁngan pembela perkaranya.

Sedangkani hak-hak yang dimiliki oleh penasihat hukwm diatur dalam
Pasal 73 KUHAP. :Pasal 72 KUHAP mengatakan: “atas permintaan tersangka

atau penasibat h i| ya pejabat yang bersangkulzm memben tunman berila
|
acara pemmksaaln||tmtuk kepentingan pembelaannya™. Lalu Pasal 73 KUHAP

N

mengatakan: “Penz!}sihat hukum berhak menginm dan menerima surat dari

tersangka sefiap kal;  dikehendaki olehnya™.
Mengenai plt.ngurangan kebebasan hubungan antara penasihat fmkuom
dan kliennya, dla:(hll.ll’ dalam Pasal 74 KUHAP yang mengatakan: “pengorangan

i
kebebasan hubungan antara penasthat lmkum dan tersangka scbagaimana

|

I
tersebut pada Pasal i?O ayat (2), Pasal 70 ayat (3), Pasal 70 ayat (4}, dan Pasal

71 dilarang, setel:Th peﬂiara dilimpahkan oleh pemmtoi woam kepada
pengadilan neger 'luntuk disidangkan, yang tembus suratnya disampaikan
kepadatnrsangkaatialnpenasihathukmnnyasmaplhklaindalam]ﬂm”.
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E. Metode Penelitian

11

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunalan metode sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitia

Jenis penelitiay

1

n yang dilakukan adalah perelitian hukum normatif Dalam

penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

2. Lokasi Penc]|ili

||

Penelitian diiallisanakm di wilayah Kabupaten Bantnl, yaitu -

a. Kejaksaa
b. Pengadilan
c. Kepolisian

d. LawFirm Sentot, S.H. & Associates

e¢. Law

3. Narasumber

N

am Negeri Banful,

Negeri Bantul.
Resort Bantul.

Office “HERMAWAN PROGRESTO PRASETYO &

et

SANTOSA’

Pihak yang akamn diminta keterangan adalah :

a Kepala

yang di

b. Ketua Pe

mewaldlitllya_

~ TV meanta.

K3j|aksaaan atau Kasipidum (Kepala Sesi Pidana Umum) atau

|

tunjuk mereka untuk mewakilinya.

ngadilan Negeri Bantul atau vang ditunjuk mereka untuk
|
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peneliﬁan_’r

!

|

F

Bab ini
bersifat
tujuan

sebagai berikut - | |

13

5. Teknik Peném;npulan Data

Dalam penehuan ini data diperolch dengan cara -

a. Studi pulstaka, adalah meneliti atan menggali bahan bahan hukum atan
data t i ils,haikymgbmupaki(ahpemhnanpmmdang-mdangan,
buku-bukg majalah-majatah, jumal-jumal ataupun seratl kabar seria
bahan—ba‘han tertulis yang berhubungan atau berkaitan deagan objek

]

b. Wawamgn;; dengan Responden.

6. Metode Analisis Data
Dalam me]aﬁcukan analisis data, penulis menggumakan teknik diskriptif
kualitatif, y:ilit;x data yang diperoleh dijelaskan, dipilih dan diolah
berdasarkan kualuasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yans

'r '
diteliti, juga dianalisa berdasarkan pemikiran logis

F. Sistematika Penulisan Skripsi
Penulisan hulum ini seluruhnya. disusun dakam 5 bob, dengan pembagian

BABI : PENDAHULUAN

merupakan pendahuluan yang berisi tentzamg hal-bal yang
Iumum,, yaitu latar belakang wmasalah, rumusan masalah,

penelitian, tinjazan  pusizka, metode penclitian dan

|
sistematika penulisan skripsi.
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BABII :

BAB I :

BABIV:

|
} 14
|

|

|

TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM DI

INDO]'TIESIA

Bab lini berisi tentang bantuan hukum yang meliputi: pengertian

bantl.l.T hukum, sejarah perkenabangan hukum di ledonesia, Gyjuan
bantuan hukum dan bantean hukum secara cuma-cuma,

pencnmahantuanhuhnn,wmhhbanh;mhukmn.wms—pms

H

sctta.dﬂnmbah teori-teori.

bantuan huknm, bab ini menanat hal-hal vang ferjadi dalam praktek

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PRODEO (CUMA-

CUMA) DALAM PERKARA PIDANA Dl PENGADILAN

NEGERI BANTUL

Dalam||bab ini penulis akan memaparkan data tentang bantuan

hukum prodeo dan hasil penelitian berikut anallsnya.
PENUTUP
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